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PEMBEKALAN TEKNIS SBU
Regulasi dan Tertib Usaha Jasa Konstruksi

Dengan Tema
“Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Kalimantan Timur menuju

Unggul dan Berdaya”



UU Nomor 2 tahun 2017 tentang

Jasa Konstruksi Jo UU Nomor 6 tahun

2023 tentang Cipta Kerja
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PP Nomor 28 tahun 2025 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko

(pengganti PP Nomor 5 tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko)

3

Kep DirJen Bina Konstruksi Nomor  

37/KPTS/Dk/2025 Tentang 

Penetapan Skema Sertifikasi Badan 

Usaha Jasa Konstruksi 

Peraturan perundang-undangan lainnya:

SNI ISO/IEC 17024:2012 
SNI ISO/IEC 17065:2012 
KAN U-01, KAN U-02, KAN U-03

KAN K-01

KAN K-08, KAN K-08.11, KAN K-9, 

KAN K-11, KAN K-12

7

Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikasi Standar

Jasa Konstruksi dalam Rangka mendukung

Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha 

Jasa Konstruksi

UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian

2

PP Nomor 22 tahun 2020 Jo PP 

Nomor 14 tahun 2021
4

Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021

Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan 

Produk Pada Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

Sektor PUPR

6

5
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Trust - PERIZINAN

Verify - PENGAWASAN

Pemerintah memberikan

kepercayaan kepada pelaku

usaha dengan mempermudah

proses perizinan berusaha

Kemudahan pemberian perizinan

berusaha diikuti dengan

pelaksanaan pengawasan oleh 

pemerintah

KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA

Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai

kewenangan secara TERKOORDINASI antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

but

TERTIB USAHA

TERTIB

PENYELENG
GARAAN

TERTIB 
PEMANFAA

TAN

PP 22 Tahun 2020 Pasal 129-131

PP 22 Tahun 2020 Pasal 132-135

PENGAWASAN OLEH GUBERNUR, 

BUPATI/WALIKOTA

NSPK PEMERINTAH PUSAT

PERMEN PUPR NO 1 TAHUN 2023

PENGAWASAN OLEH GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA SESUAI KEWENANGANNYA
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Pemenuhan persyaratan usaha rantai
pasok sumber daya konstruksi

Pemeriksaan
• kepemilikan dan keabsahan dokumen perizinan.
• bukti pencatatan dan pencantuman material dan peralatan

konstruksi pada sistem informasi material dan peralatan
konstruksi (SIMPK)

• bukti pendaftaran teknologi pada Hak atas Kekayaan
Intelektual (HAKI) di Kementerian Hukum dan HAM 

Dilakukan terhadap badan 
usaha:

1. material konstruksi
(produsen dan distributor)

2. peralatan konstruksi
(pemilik, penyewaan, dan
distributor/agen tunggal)

3. teknologi konstruksi;

memastikan kegiatan usaha Jasa Konstruksi
yang telah dilaksanakan sesuai dengan jenis, 

sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha yang 
tertera dalam SBU

memastikan kegiatan usaha Jasa Konstruksi
yang telah dilaksanakan BUJK sesuai bentuk

dan Kualifikasi usaha yang tertera dalam
SBU

Dilakukan terhadap BUJK Nasional 
yang menyelenggarakan layanan
usaha:
a. jasa Konsultansi Konstruksi;
b. Pekerjaan Konstruksi; dan
c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

memastikan kecukupan dan keberlanjutan
pasokan sumber daya konstruksi yang 

berkualitas sesuai dengan Standar Nasional 
Indonesia atau standar lain yang berlaku

dan pemenuhan terhadap tingkat komponen
dalam negeri.



Pemenuhan Persyaratan Usaha Jakon

pemeriksaan:
a. kepemilikan dan keabsahan dokumen Nomor Induk Berusaha; 
dan
b. kepemilikan dan keabsahan dokumen SBU/SKK

dilakukan kepada:
a. BUJK Nasional yang menyelenggarakan

layanan usaha: jasa Konsultansi
Konstruksi; Pekerjaan Konstruksi; Pekerjaan

Konstruksi terintegrasi.
b. usaha orang perseorangan yang 

menyelenggarakan layanan usaha: jasa
Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan

Konstruksi.

dilakukan kepada BUJK Nasional yang 
menyelenggarakan layanan usaha: 
a. jasa Konsultansi Konstruksi;
b. Pekerjaan Konstruksi; dan

c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

memastikan kepemilikan dan 
keabsahan dokumen Perizinan

Berusaha.

memastikan BUJK dapat melaksanakan
kegiatan pengembangan usaha secara

berkelanjutan dalam rangka meningkatkan
daya saing



















Rangkap jabatan tenaga kerja tetap
(tidak dilaporkan penggantiannya)

Terlambat melakukan pemenuhan
persyaratan minimal jumlah peralatan
utama

Komitmen penerapan SMAP

Penayangan sekaligus peringatan tertulis https://siki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan



Surat Menteri PUPR Nomor BK 10-Mn/75 tanggal 1 Februari 2024
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PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP LSBU DAN SBU 
JASA KONSTRUKSI KBLI 2020 YANG TIDAK MEMENUHI 

PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA

Tidak dapat memasukkan

dokumen

penawaran/kualifikasi

dalam proses pemilihan

penyedia jasa konstruksi

Tidak dapat digunakan

untuk melakukan pengikatan

kontrak

Tetap dapat digunakan

untuk melaksanakan

kontrak sampai dengan

berakhirnya kontrak
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